
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah yang 

sangat potensial. Seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib 

Pajak yang diberikan kepada Negara yang disetorkan kedalam kas Negara dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Negara serta berbagai macam anggara 

yang lain. Laksana dari pangkal dari penerimaan Pemerintah, pajak diperuntukkan 

mendanai kebutuhan pengembangan, diantaranya untuk mendanai biaya fasilitas-

fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, sarana pembelajaran, jembatan, jalan 

raya, serta anggaran lainnya. Semua itu tidak akan mudah terealisasi dengan 

lancar, tanpa adanya sumbangsih dari rakyat kepada Negara. 

Untuk menciptakan Negara yang berdaya saing, pembangunan sangat 

penting dalam kehidupan Negara. Banyak-sedikitnya penerimaan Negara sangat 

bermanfaat bagi pemerintah untuk meringankan beban pemerintah, dapat berupa 

beban untuk pengembangan atau kepentingan untuk dana lainnya. Tidak heran 

jika pungutan wajib ini merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan 

suatu Negara. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 

modernisasi administrasi perpajakan sebagai upaya menerapkan good governance 

dan pelayanan prima bagi pengelolaan pajak. 

Dengan modernisasi administrasi dan sistem perpajakan, pelayanan prima 

merupakan salah satu yang utama untuk dilaksanakan dengan diimbangi 

pengawasan yang efektif. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. KPP 

merupakan unit kerja vertikal dari DJP yang menjalankan kegiatan pelayanan 

dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib 

Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kantor pelayanan pajak 

modern terdiri dari : (1) KPP Besar (Large Taxpayers Office, LTO); (2) KPP 

Madya (Medium Taxpayers Office, MTO); dan (3) KPP Pratama (Small 

Taxpayers Office, STO). 



 

 

Menurut Gronroos (2000) yang dikutip oleh (Tjiptono & Gregorius, 2016: 

13) Pelayanan atau jasa merupakan prosesdur yang terdiri dari deretan kegiatan 

intangiable yang biasanya terjadi pada interaksi antara konsumen atau pengguna 

layanan dengan pegawai atau pemberi jasa, dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi konsumen atau pengguna layanan. Pelayanan perpajakan merupakan 

tugas utama Direktorat Jenderal Pajak guna memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. 

Sedangkan kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik jasa yang bergantung 

pada kualifikasinya untuk memuaskan keinginan yang dinyatakan atau tersirat 

(Kotler & Keller, 2018:143) . Berdasarkan definisi  tersebut  dan  jika 

dihubungkan dengan jasa dalam sektor perpajakan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa karakteristik suatu jasa dapat diwujudkan jika jasa dari pegawai pajak 

dalam menyampaikan jasa sesuai dengan harapan Wajib Pajak. 

 Kualitas pelayanan sebagai sumber keunggulan kompetitif memiliki peran 

dalam memperbaiki pelayanan terhadap konsumen dan menghindari masalah-

masalah potensial yang muncul (Anatan, 2017:70). Mutu dan pelayanan 

merupakan sarana untuk mencapai kepuasan. Dengan demikian, menyampaikan 

jasa yang bermutu dan service excellent merupakan suatu kewajiban untuk 

menggapai kepuasan pengguna (Gerson, 2017:4). Strategi moderenisasi 

merupakan langkah dari DJP sebagai upaya meningkatkan mutu jasa agar 

mempermudah bagi Wajib Pajak dalam berkontribusi kepada Negara. Dengan 

usaha yang dilaksanakan dalam pelayaanan yang dimaksud, yakni wujud 

mengupayakan Masyarakat untuk loyal pada kewajibannya. 

Beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya modernisasi 

perpajakan yakni menyangkut: representasi Direktorat Jenderal Pajak yang 

dipandang masih harus ditingkatkan, keyakinan terhadap administrasi perpajakan, 

serta koherensi dan kreaivitas sebagian  pegawai  yang  masih  harus  ditingkatkan 

(Pandiangan, 2008:6). Upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang 

perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan dan loyalitas Wajib Pajak 

terhadap kewajibannya, menumbuhkan apresiasi Wajib Pajak terhadap 

administrasi dan sistem perpajakan, dan agar terlaksananya tingkat kreativitas 

pegawai. 



 

 

Terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2015 telah dibentuk Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang bertempat di Kota Padang dibawah 

naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. 

Dimana KPP tersebut merupakan pemecahan KPP yang semula adalah KPP 

Pratama Padang Sebagai salah satu KPP yang modern, pelayanan prima 

merupakan wujud dari modernisasi administrasi perpajakan. Pelayanan prima 

merupakan strategi DJP dalam meningkatkan kepuasan Wajib Pajak. 

KPP Pratama Padang Satu yaitu instansi Negara yang menjalankan 

layanan umum. Secara implementasi kegiatannya, sudah berupaya secara 

maksimal memberikan layanan unggul sesuai dengan harapan Masyarakat, namun 

pada realisasinya mengalami berbagai macam permasalahan dan mengakibatkan 

evaluasi dari Masyarakat terhadap layanan tersebut tidak sesuai harapan. 

Pelayanan terhadap Wajib Pajak tidak hanya sebatas pemenuhan dan memberikan 

kepuasan terhadap jasa yang diberikan, namun dalam hal kepuasan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dan penyampaian keluhan  yang dihadapi 

Wajib Pajak. Dalam melayani Wajib Pajak secara khusus dan mendalam 

diantaranya hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan Wajib Pajak, 

maka ada pegawai yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni 

Account Representative (AR) yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan 

secara khusus untuk memberikan pelayanan prima. 

Berdasarkan PMK RI Nomor 79/PMK.01/2015, disebutkan bahwa 

Account Representative (AR) dikelompokkan menjadi dua fungsi. Pertama, AR 

pelayanan dan konsultasi mempunyai tugas memberikan jasa yang bermutu, 

melakukan pembinaan, bimbingan dan pengarahan mengenai peraturan dan tata 

tertib perpajakan. Kedua, AR pengawasan mempunyai tugas melakukan 

pengawasan dan pengkajian kapasitas penerimaan Negara. Konsultasi merupakan 

suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk menjawab pertanyaan 

atau permasalahan yang membutuhkan solusi. Konsultasi sangat berkaitan erat 

dengan komunikasi, karena interaksi yang baik begitu relevan sebagai penentu 

tersampainya pesan dalam interaksi sosial. Komunikasi merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam perpajakan, tanpa komunikasi kegiatan perpajakan tidak 

akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dengan demikian fungsi 



 

 

interaksi sebagai hal pokok untuk Account Representative, misalnya interaksi 

Account Representative dengan Wajib Pajak. 

Peran penting Account Representative adalah sebagai resepsionis, 

helpdesk, salesmen serta sebagai pemberi informasi. Dapat dikatakan bahwa 

Account Representative merupakan pegawai yang harus memiliki multi talent. 

Dengan demikian, Account Representative perlu bertabiat satun, berbudi, serta 

kekeluargaan. Menjadi petugas helpdesk, maksudnya pegawai Account 

Representative berperan selaku petugas sebagai pemberi jasa untuk beragam 

permasalahan dan keluhan dari Wajib Pajak. Dengan demikian, Account 

Representative harus berkompeten dan cepat tanggap terhadap keinginan Wajib 

Pajak. Sebagai salesmen, Account Representative berperan sebagai penjual jasa. 

Sedangkan sebagai komunikator, Account Representative berperan sebagai orang 

yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan Wajib 

pajak. Ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat, Account 

Representative harus dapat berkomunikasi dengan baik yaitu menguasai 

komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan peneliti dengan beberapa 

responden yakni Masyarakat pada lokasi penelitian, termuat beberapa 

permasalahan terkait dengan tingkat kepuasan Wajib Pajak. Permasalahan tersebut 

diantaranya yaitu: pertama, menurut Wajib Pajak, petugas KPP Pratama Padang 

Satu yang memberikan pelayanan masih kurang menunjukkan rasa simpati kepada 

Wajib Pajak. Kedua, petugas dalam melayani Wajib Pajak masih kurang ramah 

dan belum mempraktikkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). 

Selanjutnya yaitu dalam penerapan inovasi yang telah dilaksanakan KPP Pratama 

Padang Satu dengan pelaporan pajak secara online, yang bertujuan untuk 

memudahkan Wajib Pajak, namun kurangnya sosialisasi mengenai tatacara 

penggunaan sistem online tersebut, membuat Wajib Pajak yang gagap teknologi 

menjadi kesulitan. 

Dalam hal tingkat kepuasan, masih terdapat Wajib Pajak yang merasa 

tidak puas terhadap jasa yang diberikan pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

yang bertugas di KPP Pratama. Perihal demikian bisa dijumpai dengan masih 

adanya pengaduan atau keluhan dari Wajib Pajak. Adapun data rekapitulasi 



 

 

pengaduan atau keluhan Wajib Pajak masing-masing Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPP) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini 

Tabel 1.1 

Data Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Wajib Pajak masing-masing KPP 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi 
 

Unit Kerja 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

KPP Pratama Padang Satu 3 2 - 2 - 

KPP Pratama Bukittinggi - - - - - 

KPP Pratama Solok 1 1 1 - - 

KPP Pratama Payakumbuh 1 - - - - 

KPP Pratama Padang Dua 1 - - 1 - 

Sumber: Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 

Menurut data pada tabel 1.1 terlihat bahwa masih ada pengaduan atau 

keluhan dari Wajib Pajak (masyarakat) dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dari 

data tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu menduduki urutan 

teratas terbanyak pengaduan atau keluhan yang disampaikan Wajib Pajak. Oleh 

sebab itu, petugas KPP Pratama Padang Satu perlu menyampaikan binaan sesuai 

dengan program Direktorat Jenderal Pajak kepada Masyarakat supaya merasa 

puas serta dapat menumbuhkan keyakinan dan loyalitas dari Wajib Pajak. 

Beberapa hal penyebab kepuasan masyarakat misalnya komunikasi 

interpersonal serta jasa yang bermutu. Adapun diantaranya mungkin 

menyebabkan masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan dikarenakan 

Account Representative tidak memiliki kemampuan komunikasi interpersonal 

yang baik. Menurut Kotler dan Armstrong dalam (Weningtyas & Suseno, 2012) 

bahwa pelanggan akan merasa lebih puas dengan pegawai yang mempunyai 

keahlian dalam strategi berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai 

kemampuan dalam bersosial agar mampu membaca perasaan, sikap, dan 

keyakinan pelanggan. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses interaksi 

sosial yang mana agar dapat berlangsung dengan efektif, terdapat beberapa 

dimensi di dalamnya yang harus dipertimbangkan, yaitu keterbukaan (openness), 

empati (emphaty), sikap mendukung (supportiveness), sikap postitif 



 

 

(positiveness), dan kesetaraan (equality) (Devito, 2011:285). Sedangkan kualitas 

pelayanan adalah performa pegawai dalam memberikan binaan sesuai dengan 

standar yang berlaku untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. Menurut 

Valerie Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard Berry agar kualitas pelayanan 

dapat berjalan secara efektif, terdapat lima dimensi yang harus dipenuhi yaitu 

bukti langsung (tangiable), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan atau kepastian (assurance), dan empati (emphaty) 

(Tjiptono & Gregorius, 2016:137). 

Penelitian mengenai kepuasan, komunikasi interpersonal dan kualitas 

pelayanan sudah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain: penelitian Yanti 

(2013) yang menganalisis kualitas komunikasi pelayanan customer service di PT. 

Indosat, Tbk Balikpapan. Penelitian Nasukah (2014) tentang analisis..kepuasan 

mahasiswa atas..kualitas..pelayanan..perguruan..tinggi..agama..islam..negeri (studi 

kasus..di..universitas..islam..negeri..maulana..malikibrahim..malang). 

Selain itu, Sasongko & Subagio (2013) juga meneliti tentang pengaruh 

kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan restoran ayam penyet ria. Putri 

(2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan PT . Radio 

Dino 90 , 9 FM samarinda terhadap kepuasan pemasang iklan. Kuntari dkk (2016) 

juga melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

dan loyalitas pelanggan (survei pada pelanggan bengkel PT. Astra International 

Tbk-Daihatsu Malang). Sedangkan Hardianti (2016) dalam penelitiannya tentang 

Pengaruh Komunikasi Interpersonal Customer Service Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Kaltim Syariah Cabang Pembantu Juanda Samarinda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa hal 

yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penulis lebih menitikberatkan 

kepada  kemampuan komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan Account 

Representative  dalam memberikan pelayanan berupa edukasi hak dan kewajiban 

perpajakan kepada Wajib Pajak sebagai variabel yang akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian konteks pemikiran serta telaah 

eksperimen sebelumnya dikemukakan tersebut sehingga peneliti tertarik 

mengambil pokok bahasan penelitian dengan judul: “Pengaruh Komunikasi 



 

 

Interpersonal dan Kualitas Pelayanan Account Representative terhadap Tingkat 

Kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu”. 

1.2 Perumusan..Masalah 

Menurut deskripsi..diatas..muncul beberapa pokok persoalan sebagai 

kajian yang akan diteliti, yaitu apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal dan 

kualitas..pelayanan..terhadap..tingkat..kepuasan..Wajib.Pajak.di.Kantor.Pelayanan 

Pajak.Pratama.Padang.Satu. Adapun rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal Account Representative 

terhadap tingkat.kepuasan..Wajib..Pajak..di..Kantor..Pelayanan..Pajak.Pratama 

Padang Satu? 

2. Seberapa besar..pengaruh..kualitas.pelayanan Account Representative.terhadap 

tingkat kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Satu? 

3. Seberapa..besar..pengaruh komunikasi interpersonal dan..kualitas..pelayanan 

Account..Representative..terhadap..tingkat kepuasan..Wajib..Pajak..di..Kantor 

Pelayanan..Pajak..Pratama..Padang Satu? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan Account 

Representative terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Berdasarkan tujuan umum tersebut, tujuan 

khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal Account Representative 

terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Padang Satu. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Account Representative terhadap 

tingkat kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Satu. 



 

 

3. Mengetahui komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan Account 

Representative terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Padang Satu. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan dapat diketahuinya gambaran dan pengaruh dari varibel-variabel 

yang ada, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian empiris dibidang 

komunikasi interpersonal dan pelayanan secara lebih luas dalam pengembangan 

sumber daya manusia, khususnya pengawai Direktorat Jenderal Pajak.  

b. Manfaat Secara Praktis 

1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak 

dalam: 

a) Pengembangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berkualitas 

sesuai dengan tunututan kebutuhan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

b) Membuat kebijakan dalam pembinaan sumber daya manusia bagi 

pengembangan organisasi dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan 

kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak bagi organisasi pelayanan 

publik. 

c) Perbaikan sistem manajemen Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik 

sesuai dengan konsep ideal dan kebijakan strategis. 

d) Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

2) Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi 

dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Andalas khususnya 

jurusan ilmu komunikasi yang dapat memberikan gambaran mengenai teori 

tentang tingkat kepuasan, komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan. 


